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MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAU

KEPALA BAPPENAS

KEPI.]'TUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KEP. 005/M.PPN /O1/2OOs

PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPP, PEJABAT KUASA PENGGTINA
ANGGARAN, PEJABAT PENGTIJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBTT SPM),

PEJABAT PENGELUARAN ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PADA
BAGIAN ANGGARAN 69 KEMENTERIAN MGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2OO5

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
KEPAI-A. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Kementerian Negara Petencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian Negara PPN/
Bappenas) pada /lrrggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2OO5, telah ditetapkan Bagian !'nggarun 69 yang terdii dzn
4 (empat) satuan keda yaitu : (1) Pengembangan Prasarana Perdesaan
(PZD); (2) Pembangunan Sistem Elektronlk Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintahl (3) Pendidikan dan Pelatihan Aparutur Negara; (4)
Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah
(PzMPD);

a

b. bahwa agar pngelolaan dan penatausahaan satuan kerja sebagaimana
tersebut pada butir a dapat be4alan dengan lancar, efektii dan efisien
perlu ditetapkan Pejabat Penandatangan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPP), Pejabat Kuasa Penggun a Anggaran, Pejabat Pengujian
dan Perintah Pembayarun (Penerbit SPM), Pejabat Pengeluaran
Anggaran, dan Bendahara Pengeluarun Tahun Anggaran 2005;

c. bahwa merekz yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap
numpu dan cakap untuk diserahi tugas sebagaimana tersebut pada
huruf b di atas untuk Tahun Anggaran 2OO5;

1, Undang-undzng Nomor 17 Tahun2OO3 tentang KeuanganNegaral

2. Undang-undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbetdaharaan Negaral

Mengingat

3.Undzng- ...

TT,NTANG



Menetapkan :

n

3. Undang-rndang Nomor 36 Tahun 2OO4 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2OO5;

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2OO2 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Pend,apatan Belanja Negara
sebagaiman telah diubah terakhir dengan Keputusan presiden Nomor
72Tahun2OO4;

5. Keputusan Presiden Nomor 8O Tahun 2OO3 tentang pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6l Tahtn 2OO4;

6. Perairan Presiden Nomor g Tahtx 2OOS tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara
Republik Indonesial

7. Keputusan Presiden Nomor I03 Tahw2OOl tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Keqa kmbaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir denga n Perataran Fresiden Nomor I I Tafum 2OOS;

8. Keputusan Presiden Nomor I87lM Tanggal 20 Oktober Tahwn 2OO4
yang menetapkan Pembentukan lGbinet Indonesia Bersatu dan
Pengangkatan Menteri Negara dalam Ikbinet Indonesia Bersatul

9. Keputusan Menteri Negara Perenc anaan pembangunan Nasional /Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor y:&p.2\g / M,WN /
l2/2OO4 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Biaya lioLjian Dan
Evaluasi Kebijakan Perencanaan pembangunan di Lingkungan
Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan perencanaan
P emb angttnan Nasional;

10. Kepufusan Menteri Negara Percnc anaan pembangunan Nasional /Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor y\Ep.zZS / M.pN /
12/2004 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Biaya Kegiatan
Koordinasi Perencanaan Pembangunan, pemantauan pelaksanaan
Program Pembangunan, dan Penlrusun an Dalabase pembangunan di
Lingkungan Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
P er enc anaan P emb angrtnan Nasional ;

MXMUTUSKAN:

KEruTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPAI/, BADAN PERENCANAAN PDMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN
DIPP, PryABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGTTIAN
DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM), PEJABAT
PENGELUARAN ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN
PADA BAGIAN ANGGARAN 69 KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2OO 5.

PERTAMA: ...



PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KETIMA

KEENAM

KITTIUH

-3-

Mengangkat mereka yang tercantum dalam lampiran I Kepufusan ini
sebagai Pejabat Penandztangan DIW, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran,
Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (pejabat penerbit SpM),
Pejabat Pengeluaran Anggaran, dan Bendahara pengelvaran Anggaran
pada Bagian Anggaran 69 Kementerian Negara perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Tahrtn Anggaran 2OO5;

Pejabat yang diangkat sebagaimana tersebut pada dikntm PERTAMA
sesuai kewenangannya dalam mengelola keuangan Negara wajib tertib,
taat pada perafi)ran perundang-un dangan, efisien, ekonomis, efektii
transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
ke adllan dan kep abttzn;

Memberi ktasa kepada Pejabat Penandatangan DIpp sebagaimana yang
tersebut dalam Lampfuan I Keputusan ini, untuk mendatangani DIpp
yan9 rencananya telah disetujui oleh Menteri Negara perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan selanjutnya bertindak
selaku Penanggwg jawab Pengguna Anggaranl

Pejabat Kuasa Penggrtna Anggarun sesuai tugas pokok dan fungsinya
melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam Dlpp,
membuat keputusan-keputusan dan/ atau mengambil nndakan-tindakan
yang d,apat mengakibatkan timbulnya uang dan/ atau tagihan atzs
beban APBN serta membuat laporan pertanggung jawaban mengenai
pengelolaan uang danbarangyang dikuasainya Kepada Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;

Pejabat Pengujian dan Perintah pembayaran (penerbit SpM)
berkewajiban melakukan pengujian terhadap Spp yang diajukan tentang
keabsahan dan kelengkapan-kelengkapan yang telah dipersyaratkan
sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;

Pejabat Pengehtaran Anggarun bertanggutg jawab baik dari segi
keuangan malapnn segi fisik ata:u pelaksanaan kegiatan sebagaimana
ditetapkan dzlam DIPP atau dokumen anggara lairrnya yang
diberlakukan sebagai SKO;

Bendaharu Pengeluaran menyelenggarakan pembukua n 
^tas 

uang yang
dikelolalnya dan pnatausahaanan barung yang dikuasainya, serta
membuat laporan pefianggungsawaban mengen ai pe.ngelolaan uang dan
barang yang dikuasainya kepada Pengguna Anggatan/pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran;

kndahara Pengeluaran bertanggunglawab secara pibadi atas kerugian
keuangan Negara yang berada dalam pengunrsannya;

IGDELAPAN :

KESEMBILAN: ...

KEEMPAT :
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Sebagai tanda pengesahan dalam Lampiran II Keputusan ini
dicantnmkan tandatangan serta paraf pejabat bersangkutan dengan
ketentuan bahwa tandatangan serta paraf ndak sah apabila tidak sesuai
dengan yanS tercantum dalam Lampvan II keputusan ini;

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Meneg. PPN/Kepala
Bappenas Nomor : KXP. O05/M.PPN/O1/2OO4 tentang Pengangkatan
Pejabat Penandatangan DIPP, Pemimpin Proyek, dan Bendaharawan
Proyek Mata Anggaran 69 Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas Tahun
Anggaran 2OO4 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai
daya lal<rl surut sejak tanggal 3 Januan 2OO5, dengan ketentuan apablla
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputrtsan ini akan
diadakan perbaikan dan prubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diJakarta
Pad,a tanggal3l Janrnri 2OOS

MENTERI
KEPAI/,

-ror

NEGARA PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN Pf,MBANGUNAN NASIONAL,

w a.,/'

DR SRI MULYANI INDRAWATI

SALINAN Keputusan ini drsamo aikan keoada Y th.:
1. Ketua Badan PemeriksaKeuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuanganl
4, Kepala Kantor Pelayan an Perbendaharaan Negara Jakarta lll;
5. Inspektur Utama;
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata laksana;
7, Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum;
8. Yang bersangkutan untuk dapat drpergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/KXPALA

BAPPENAS

NOMOR : KEP. OOS/M.PPN/O1/zOOs

TANGGAL :31JANUARI 2O05

PEJABAT PENANDATANGAN DIPP, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PqIABAT PENGUJIAN
DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBM SPM), PUABAT PENGELUARAN ANGGARAN,

BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN MATA ANGGARAN 69 KEMENTERIAN NEGARA

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUNANGGARAN 2OO5

No Nama TIKE I

1 Sekretaris Menteri Negara PPN/

Sekretaris Utama Bappenas

Pejabat Penandatangan DIPP / Pejabat Knasa

Pengguna Anggaran

2 Drs. Supadi, MSM
NrP. 350 000 474
Gol. lY / a

Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran
(Penerbit SPM)

.) Supriyadi, S.Si. MT
MP. 350 007 047

Gol. IILrb

P ej ab at P engehtar an Anggar an, P engemb angan
Pr asarana Perdesaan (PZD)

4 Yusuf Arbi, SE, M.Sc

NIP. 060 063 067

Gol. IIIlc

Pejabat Pengeluaran Anggaran, Pendidikan Dan

Pelatlhan Aparatur Negara (PPAN)

5 P ej ab at P engeluat an Anggar an, Pe mbangunan

Elektronik Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

6 Ir. Hari Kristijo, M.Sc

NrP. 350 000 845
Gol. IIIlc

P ejabat P engeluat an Anggaran, Pendukung

Pemberday aan Masyarakat Dan Pemerintah

Daetah (P2MPD)

7 Tuhu Wagiono, S.Sos

NrP. 350 000 550

Gol.lll/ a

Bendahar a Pengeluaran Anggaran

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PI,MBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,''6r

CL,/

DR. SRI MULYANI INDRAWATI

setya Budi Arijanta, SH, KN

NrP. 350 000 840
Gol. IIIlc



LAMPIRAN II
IGPUTUSAN Mf,NTERI NEGARA PPN,/KEPAI/.

BAPPENAS

NOMOR : KEP. OO5/M.PPN/O1/2OO5
TANGGAT :31JANUARI20O5

MENTTRI NEGARA PERINCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAT/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,"rlf.-

C^---q/t

No Nama TandaTangan Paruf

Seskretaris Menteri Negara PPN/

Sekretaris U tama B appenas c --vz/;r

2 Drs. Supadi, MSM
I\IIP. 3s0 000 474
Gol.IY/a 4'
Supriyadi, S.Si. MT

NIP. 350 007 047

Gol. IIIlb ..r f) ,/
0

4 Yusuf Arbi, SE, M.Sc

NrP.060 063 067

Got. IIIlc
Ir(6 1fls

6 Ir. Hari Kristijo, M.Sc

NIP. 350 000 845

Gol. IIIlc
,fitc

7 Tuhu Wagiono, S.Sos

NrP. 350 000 550

Gol. lll/ a

a

DR I]LYANI INDRAWATI

SPECIMEN TANDA-TANGAN DAN PARAF

PEJABAT PENANDATANGAN DIPP, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT

PENGI,IJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM), PEJABAT PENGELUARAN

ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN MATA ANGGARAN 69
KEMENTTRIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,/BADAN

PIRENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2OO5

1

J

5 Setya Budi Arijanta, SH, KN

NIP. 350 000 840

Gol. IIIlc
s P

\IV,.\i"J


